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terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.’

b. Prayudi
Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di
jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang
dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.*
Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan

bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di
laksanakan untuk mengetahui apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di
adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan
semestinya atau tidak.

2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses
pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil yang nyata telah di capai
dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil
pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan
atau ketidakcocokan serta mengevaluas sebab-sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu sgja istilah controlling dari bahasa
Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai

pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat

B saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004, hal.127
16 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 80
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unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang
atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk
langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan
pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu
sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan
korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah
tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan
korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian,
pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut Prayudi, dalam mencapai
pel aksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antaralain :

1. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan
mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau
devias perencanaan.

2. Asasefisiens, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan
sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.

3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana
bertanggung jawab penuh terhadap pel aksana perencanaan.

4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah
pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu

sekarang maupun di masa yang akan datang.



10.

11.

12.

13.

26

Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan
pengawasan terhadap pel aksanaan kegiatan.

Asas refleks perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan
perencanaan.

Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai
dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.

Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan
sesuai dengan tingkat dan tugas pel aksana.

Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar
yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan
efisen memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor
yang strategis.

Asas kekecuadliaan, bahwa efisenss dalam pengawasan membutuhkan
perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi
dalam keadaan tertentu, ketika Situasi berubah atau tidak sama.

Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan

kegagal an pelaksanaan perencanaan.

Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar

sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
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14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran —
ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi
dan pelaksanaan.’’

Oleh karena pengawasan tersebut mempunya sifat menyeluruh dan luas,
maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat
dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai
berikut :

1. Objektif dan menghasilkan data
Pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta
tentang pel aksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

2. Preventif
Pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah
ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat
mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan
terulangnya kesal ahan-kesal ahan.

3. Bukan tujuan tetapi sarana
Pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk
menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan

organisasi.

Y Prayudi, Op.Cit, hal. 86-87
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4. Efisiens
Pengawasan haruslah dilakuan secara efisien, bukan justru menghambat
efisiens pelaksanaan kerja.

5. Apayang salah
Pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari Siapa yang
salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.

6. Membimbing dan mendidik
Pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat
meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.*®
Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui program/rencana

yang telah dilaksanakan kemudian dikoreks pelaksanaan program/rencana tersebut

agar sesual dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna
sesuai rencana dan sgaan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-

kesal ahan dalam pel aksanaan.

Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam
pel aksanaan program kerja/rencana kerja, sehingga pengawasan itu diadakan dengan

maksud :

' bid, hal. 75
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a. Mengetahui lancar atau tidaknya program tersebut sesuai dengan yang telah

direncanakan.

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-
kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan
pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau

timbulnya kesal ahan baru.

c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai
dengan rencana atau terarah pada pasaran.
d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam
perencanaan semula.
e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan
perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.
Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagal dasar untuk penyempurnaan
rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil
kessmpulam bahwa pada dasarnya pengawasan bertuyjuan untuk mengoreksi
kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk
mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Selanjutnya pengawasan
itu secara langsung juga bertujuan untuk :
1. Menjamin ketepatan pel aksanaan sesuai dengan rencana.

2. Menertibkan koordinas kegiatan-kegiatan.

3. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat.
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4. Membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan
yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua
pekerjaalkegiatan yang diawas dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam
hal ini adalah suatu tolak ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan
yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi,
keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan
penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya,mengenal pelaksanaan tugas
atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicaratentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal
ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah  sebagai
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah. Tugas umum aparatur pemerintah
dan tugas pengawasan haya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu
sama lain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga
sekaligus melaksanakan tugas pengawasan, demikian juga hanya aparatur
pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan bersamaan juga melaksanakan
tugas pemerintahan.

Supaya program/rencana dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,
maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian untuk
lebih memperjelas arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara yang
dilakukan oleh aparatur negara, maka berikut ini pendapat guru besar hukum

administrasi negara Prayudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa:
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“Pengawasan adalah proses kegiatan — kegiatan yang

membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau

disdlenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,

direncanakan atau diperintahkan™*

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat difahami bahwa yang menjadi
tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan
pekerjaana dari aparatur pemerintah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan
sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi

penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.
. Jenis-Jenis Pengawasan

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat

dibedakan sebagai berikut :

1. Pengawasan interna yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau
organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan
pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan

terhadap bawahannya sendiri.

2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang
secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif.
Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).%

9 Ibid, hal.80.
2% saiful Anwar, Op.Cit, hal.127
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Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis

pengawasan yaitu :

1. Pengawasan dari segi waktunya.

2. Pengawasan dari segi sifatnya.

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam duya kategori yaitu

sebagai berikut :

a. Pengawasan a-priori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-
keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan
sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi
negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan
atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum
disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai
kekuatan hukum.

b. Pengawasan a-posteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan
aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah
dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya
tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat
berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan
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yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menangguhkan

ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.®*
Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat
pengawasan itu, terhadap objek yang diawas dapat dibedakan dalam dua kategori

yaitu :

a Pengawasan dari segi hukum (rechtmatigheidstoetsing) misanya
pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya
menitik beratkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah.
Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (law proteciton)
bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada diantarra negara/pemerintah

dengan warga masyarakat.

b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (doelmatigheidstoetsing) yaitu
pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah
sendiri (builtincontrol) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan
pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.?

Pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan

kepundak si penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan

! |bid. hal.128
22 |bid. hal.129
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dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk

melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan.

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari

beberapa segi. Antaralain :

1. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaanya dibedakan atas :
a Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah pangawasan yang dilakukan dengan cara
mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang
diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif
atau pemeriksaan fisik di lapangan.

Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja
dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh
pimpinan yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut. Dengan
demikian dapat melihat bagaimana pengawasan itu dilaksanakan dan bila
dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruks
maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan
mempengaruhi jalannya pengawasan.

b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung,
yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau

objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelgari dan
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menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang
disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen
tersebut bisa berupa:

Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun

laporan insidentil.

Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat

pengawas lainnya.

Surat pengaduan dari masyarakat.
Berita atau artikel dari media massa
Dokumen-dokumen lainnya.

Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga
dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa
laporan lisan.
2. Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan dan objek
yang diawasi. Ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek
pengawas, pengawasan ini masih dibagi atas beberapa bagian antaralain :

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam
organisas itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas

berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya
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pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat
sgja dibantu oleh setigp pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-

masing.

. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari
luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasa dari luar
susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistim tanggung jawab

tersendiri.

Pengawasan dilihat dari segi kewenangannya

Pengawasan ini terbagi atas beberapa bagian :
Pengawasan Formal
Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
instansi/pgjabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern
maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh
instans pemerintah.
Pengawasan Informal
Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini

sering juga disebut sosia kontrol (social control) misanya
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pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita

atau artikel di media massa.

Pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan dibagi

atas beberapa bahagian yaitu :

- Pengawasan Preventif
Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan
sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan
mengadakan pengawasan terhadap persigpan rencana kerja,
rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-
sumber lainnya.

- Pengawasan Represif
Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan
setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini
kita ketahui melalui audit dengan pemerikasaaan terhadap
pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan

pel aksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hasil dari suatu kegiatan
pengawasan harus memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap aspek yang

diawas itu. Selanjutnya dalam melakukan evaluasi dari hasil suatu kegiatan oleh
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aparat pengawas dapat tepat untuk mengetahui tingkat efisiens dan efektifitas

perwujudan kerja dengan sasaran yang dicapai.

Kemudian mengingat keterbatasan kamampuan seorang aparatur pemerintah
untuk mengadakan pengawasan, maka perlu diperhitungkan secara rasional dalam
menentukan jumlah unit kerja atau orang yang akan diawas oleh seorang pejabat
pimpinan, hal ini dilakukan untuk menciptakan momentum guna meningkatkan usaha

penertiban objek pengawasan

. Sebagai langkah awal dari pada pengawasan tersebut pelaksanaannya harus
dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Karena dengan pengawasan
yang terarah berarti hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan penilaian unit kerja
aparatur pemerintah. Dengan demikian maka tujuan pengawasan dimaksud dapat

meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, penertiban aparatur pemerintah.

Dari sisi lain dapat dirasakan manfaat dari adanya pengawasan, yaitu sebagai

berikut :

1. Diperolehnya data yang dapat diolah dan selanjutnhya dijadikan dasar bagi
usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang dan meliputi berbagai
aspek antara lain : perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan dan lain-
lain.

2. Memperoleh data tentang adanya hambatan-hambatan dan kesukaran-

kesukaran yang dihadapi dapat dikurangi ataupun dihindari.
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3. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kinerja
aparatur pemerintah dalam bidang pengawasan.
4. Agar mudah diketahui sudah sgauhmana tujuan yang hendak dicapai sudah
dapat direalisasikan.
5. Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.
C. Prinsip Pengawasan
Pengawasan efektif membantu usaha-usaha untuk mengatur program yang
direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut sesuai dengan
rencana.
1. prinsip-prinsip pengawasan menurut manullang :
a. Dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-
kegiatan yang harus diawasi.
b. Dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
c. Fleksibel
d. Dapat mereflektir pola organisasi.
e. Ekonomis
f. Dapat dimenegerti.

g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.?

Dari penjelasan prinsip pengawasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketujuh

prinsip diatas merupakan aspek penting, apabila salah satu aspek diatas tidak

» Manullang 2004:174
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terpenuhi maka prinsip tersebut tidak efisien, dan dapat dipastikan bahwa

pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana.

. Sistem dan Proses Pengawasan

Usaha yang sangat penting dilaksanakan/dilakukan dalam melaksanakan
sistem yang lebih efektif, efisien adalah dengan kerja keras, kreatif, bertanggung
jawab disertai dengan dedikasi penuh. Jadi agar tercipta apa yang diharapkan maka
sistem pengawasan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu diadakan
koordinasi yang lebih mantap antara instansi pemerintah yang terkait dengan objek
pengawasan. Kesemuanya harus disesuaikan/diserasikan secara terpadu dan sikron

agar pel aksanaan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya sistem pengawasan yang akan dilakukan tersebut harus terkoordinasi
dengan baik, sesuai dengan tata aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, serta
memperhatikan pula kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh

pemerintah.

Daam proses pengawasan secara umum menurut M.Manullang terdiri dari tiga fase

yaitu :

1. Memetapkan alat ukur/standard

2. Mengadakan penilaian

3. Mengadakan perbaikan
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Bila seorang hendak mengukur jarak/menilai suatu pekerjaan, hal ini baru
dapat dilakukan bila terdapat alat pengukur atau penilainya. Alat pengukur atau
penilai tadi harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian juga halnya dalam
pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan aat pengukur atau penilainya adalah
merupakan standard, yaitu dapat berupa rencana, program kerjaatau peraturan
perundang-undangan yang berlaku, hal ini adalah merupakan fase pertama dari

pengawasan.

Pada fase kedua mengadakan proses penilaian. Penilaian ini berarti
membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi.
Daam fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan

rencana, kebijakan atau peraturan perundang-undangan atau tidak.

Pada fase ketiga adalah mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan
ini merupakan konsekwens dari tahap kedua. Maksudnya apabila pada fase kedua
ditemukan ketidak-sesuaian antara rencana, kebijaksanaan atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dari suatu hasil pekerjaan atau
kegiatan, atau dengan kata lain berdasarkan penilaian pada fasekedua ditemukan

penyimpangan atau penyelewengan.

Tindakan perbaikan tersebut menurut M. Manullang diartikan sebagai
tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil suatu pekerjaan yang menyimpang

agar sesual dengan standard atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
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Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan perbaikan ini adalah
konsekuensi dari hasil pengawasan,yaitu setelah diadakan penilaian ditemukan
adanya penyimpangan. Oleh karena itu tindakan perbaikan yang dimaksudkan di atas
adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan dalam arti yang lebih luas. Dikatakan
demikian karena tindak lanjut pengawasan di samping mengadakan tindakan
perbaikan juga memberikan sanksi kepada subjek yang melakukan penyimpangan.
. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Perizinan tidak lahir dengan sendirnya secara serta merta, namun mestinya
ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah
sebaga pelaksana undang-undang/ chief excecutive). Pada akhirnya pemberian 1zin
oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat
keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum.
. Perizinan dalam Arti Luas dan Sempit

Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak
digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana
yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. 1zin ialah suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan
perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.
Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum

mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni
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pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada
keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-
tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela,
namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal
pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan
dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.
Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan
yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan
dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.?
G. Perizinanan menurut pendapat para ahli hukum
1. perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk
mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan
hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak
merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan
instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental .
2. lzin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-

" N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-
perizinan.html
%> | Made Arya Utama, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html
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undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensas atau
pel epasan/pembebasan dari suatu larangan. Perizinan dapat diartikan sebagal
salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian
yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomenadasi,
sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang
biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau
seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan
atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya
pengawasan.”®

3. Perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas
tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu,
melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi
orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap
izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian
wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara

hukum, yaitu asas legalitas.?’

%6 Adrian Sutedi, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html
%7 Philipus M. Hadjon, http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html



